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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam pembahasan tentang 

Responsibilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani 

pelanggaran kode etik Aparatur Sipil negara pada Pilkada 2020 (Studi Kasus di 

provinsi Nusa Tenggara Barat). Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aspek responsibilitas 

Secara umum responsibilitas Bawaslu provinsi Nusa tenggara Barat dalam 

penanganan pelanggaran kode etik ASN telah menjalankan 5 responsibilitas, 

namun hanya 4 responsibilitas yang telah dilakukan dengan baik yaitu, 

responsibilitas administratif karena semua tindakan didasarkan dengan 

mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, responsibilitas 

legal karena sesuai aturan dan hukum yang ada, responsibilitas profesional dan 

responsibilitas moral yang telah dilakukan dengan baik berdasarkan perbawaslu. 

Untuk responsibilitas politik tidak maksimal karena Bawaslu tidak memiliki 

kekuatan politik birokrasi, karena Bawaslu bekerja berdasarkan Hukum. 

2. Faktor-Faktor Responsibilitas  

Bawaslu Provinsi NTB dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan 

pelanggaran kode etik ASN secara pemahaman tanggung jawab dan pemberian 

wewenang yang diterimanya telah sesuai dan sudah baik, dibuktikan dengan 

kualitas SDM setiap anggota Bawaslu Provinsi NTB yang mumpuni sesuai 

bidangnya masing-masing serta berpegang teguh dengan Perbawaslu dan UU 

Pilkada. Dengan terus melakukan evaluasi dengan tindakan tindakan yang akurat, 
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adil dan tepat waktu serta didukung dengan komitmen pemimpin yang menjaga 

dan memperbaiki kualitasnya sebagai lembaga yang independen, berintegritas, 

profesional dan kredibel. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dan dijelaskan, maka penulis 

dapat memberikan beberapa saran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: 

1. Bawaslu Provinsi NTB harus terus meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusianya terkait layanan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ASN, 

serta meningkatkan fungsi pengawasan pada ASN untuk dapat menekan 

angka pelanggaran kode etik ASN itu sendiri di Pemilu selanjutnya. 

2. Dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik ASN perlu meningkatkan 

koordinasi dengan instansi terkait, misalnya dengan KASN untuk 

memaksimalkan penanganan pelanggaran kode etik ASN. 

3. Lebih aktif dan konsisten dalam menjaga integritas dan independensinya 

sebagai lembaga pengawas Pemilu.  
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